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BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR !4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluast Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : a.
rahap [, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh
persen) dan b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40
% (empat puluh persen);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetanan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Gorontalo Tahun 2016;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Gorontalo Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tembahan Lembaran Negara Normnor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55837) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 320 Tahun 1979 tentang
Pemindahan [bukota Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 3147);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan
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Menetapkan :

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

8. Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK.07/2016 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016

Pasal |
Ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun
2016, dirubah sehingga keseluruhan berbunyi :




Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya
dilakukan pemindahbukuan dan RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
a.tahap [. pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh

persen) dan
b.tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat
puluh persen)

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa di terima di
RKUD.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan
oleh Bupati.

(5) Penyvaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan setelah Bupati
menerima
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya.
dari Kepala Desa.

(6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati
menerima laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap 1
yang menunjukan paling kurang Dana Desa tahap I
telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh persen), dari
Kepala Desa.

(7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun

dianggarkan dalam APBDesa.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal ' fjoa 2olb

Diundangkan di Limboto
pada tanggal \> AUV\/—\ >oll

SEKRETARIS DA H BUPATEN GORONTALO,

« A

IJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR \4



